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ABSTRAK

Kinerja lembaga legislatif dalam kaitannya dengan peran yang akan dimainkannya pada
era otonomi daerah saat ini dan hubungannya dengan pembangunan daerah otonom,
kemampuan lembaga legislatif akan sangat terkait dengan representasi, kontrol, dan legislasi
dalam penentuan kebijakan dan manajemen pembangunan di masing-masing daerah di seluruh
Indonesia. Dalam konteks Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah sebagai
suatu lembaga perwakilan di daerah, mengingat dinamika yang ada dalam masyarakat sangat
tinggi dan beragam. Hal ini terlihat dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang langsung
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengambarkan kinerja Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah periode 2009-2014 dan Untuk menggambarkan kinerja
legislasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah periode 2009-2014 serta
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh
Tengah periode 2009-2014.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang
menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang didapat dari apa yang diamati. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer di olah dari hasil
pengamatan dan wawancara dengan Anggota Dewan serta pihak-pihak yang terkait dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Anggota Dewan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari
sekretariat DPRK dan tokoh masyarakat. Untuk menganalisis penelitian ini adalah DPRK Aceh
Tengah sebagai lembaga organisasi. Adapun variabel dalam penelitian adalah Kelembagaan,
Sumber daya manusia dan Informasi sebagai variabel independen. Sedangkan yang menjadi
variabel dependen kinerja Anggota Dewan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Anggota Dewan masih rendah. Hal ini
dapat dilihat dari indikator Akuntabilitas, Responsivitas dan efektivitas. Rendahnya kinerja
Anggota Dewan dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yaitu mengenai sarana dan prasarana,
faktor sumber daya manusia yaitu pendidikan dan pengalaman, serta faktor informasi yaitu
sumber informasi yang digunakan, keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi, serta
intensitas menyerap aspirasi masyarakat yang dimiliki oleh Anggota Dewan. Penelitian ini
menunjukkan bahwa terjadi faktor anggaran dan pembiayaan yang tinggi berpengaruh terhadap
kinerja Anggota Dewan. Dalam peran serta pemberdayaan Anggota Dewan dalam memperbaiki
dan meningkatkan kinerja Anggota Dewan dimasa yang akan datang, perlu dibentuk sebuah
orientasi melalui pelatihan/kursus terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi daripada
Anggota Dewan sebagai lembaga perwakilan masyarakat daerah serta melalui peningkatan dan
pengembangan kualitas terhadap sistem persyaratan untuk duduk sebagai anggota legislatif
melalui peran serta partai politik.

Kata Kunci: Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Informasi dan Kinerja
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ABSTRACT

Performance legislature in relation to the role that will be played in the current era of regional
autonomy and its relationship to the development of an autonomous region, the ability of the
legislature would be strongly associated with the representation, control, and legislation in the
determination of policy and management development in the respective regions throughout
Indonesia . In the context of the District Parliament (DPRK) Central Aceh as a representative
institution in the region, given the dynamics that exist in the community is very high and diverse.
1t is seen by many people's aspirations are directly submitted to the District Parliament (DPRK)
Central Aceh. The purpose of this study is to describe the performance of the Budget House of
Representatives District (DPRK) and the Central Aceh 2009-2014 To illustrate the performance
of the legislative members of the House of Representatives of Central Aceh 2009-2014 and the
Jactors that affect the performance of the District Parliament (DPRK) Central Aceh period 2009-
2014.

This study used a qualitative approach is defined as an approach that generates the data,
writing and behavior derived from what is observed. The data used in this study are primary and
secondary data. If the primary data on the results of observations and interviews with Board
Members as well as those related to the execution of the duties and functions of the Board
Members. While the secondary data obtained from the secretariat of the DPRK and community
leaders. To analyze this research is Middle Aceh DPRK organization as an institution. The
variables in the study are institutional, human resources and information as the independent
variable. While the dependent variable performance of the Board Member.

The results of this study indicate that the performance of the Board Members are still
low. It can be seen from the indicators of accountability, responsiveness and effectiveness. The
low performance of the Board Members are influenced by institutional factors, namely the
infrastructure, human resource factors, namely education and experience, as well as factors
which information resources are used, openness to receive and impart information, as well as
the aspirations of the community to absorb the intensity of which is owned by the Council
Members. This study shows that there is a factor of high budget and financing affect the
performance of the Board Members. In the role of Board Member empowerment in improving
and enhancing the performance of the Board Members in the future, need to set up an
orientation through training / courses on the implementation of key tasks and functions rather
than as a Board Member and representative bodies of local communities through the
improvement and development of the quality system requirements for sit as a member of the
legislature through the participation of political parties.
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kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai suatu lembaga
perwakilan di daerah, mengingat dinamika yang ada dalam masyarakat sangat tinggi
dan beragam. Hal ini terlihat dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang langsung

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah.
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah

Kedatangan kaum kolonial Belanda sckitar tahun 1904, tidak terlepas dari
potensi perkebunan Tanah Gayo yang sangat cocok untuk budidaya kopi Arabika,
tembakau dan damar. Pada masa itu wilayah Aceh Tengah dijadikan Onder Afdeeling
Nordkus Atjeh dengan Sigli sebagai ibukotanya.Dalam masa kolonial Belanda
tersebut di kota Takengon didirikan sebuah perusahaan pengolahan kopi dan damar.
Sejak saat itu pula kota Takengon mulai berkembang menjadi sebuah pusat

pemasaran hasil bumi Dataran Tinggi Gayo, khususnya sayuran dan kopi.

Sebutan Onder Afdeeling Takengon di era kolonial Belanda, berubah menjadi
Gun pada masa pendudukan Jepang (1942-1945).Gun dipimpin oleh Gunco. Setelah
Kemerdekaan RI diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, sebutan tersebut berganti

menjadi wilayah yang kemudian berubah lagi menjadi kabupaten.

Kabupaten Aceh Tengah berdiri tanggal 14 April 1948 berdasarkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1948 dan dikukuhkan kembali sebagai sebuah kabupaten
pada tanggal 14 November 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun
1956. Wilayahnya meliputi tiga kewedanaan yaitu Kewedanaan Takengon, Gayo

Lues, dan Tanah Alas.

75
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Sulitnya sarana transportasi dan didukung aspirasi masyarakat, akhirnya pada
tahun 1974 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah
dan Aceh Tenggara melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974. Kemudian pada 7
Januari 2004, Kabupaten Aceh Tengah kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh
Tengah dan Bener Meriah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003. Ibu Kota
Kabupaten Aceh Tengah tetap di Takengon, sementara ibu Kota Kabupaten Bener

Meriah di Simpang Tiga Redelong.

Panorama pegunungan, bukit, serta kondisi alam vang masih asri dan kerap
berselimut kabut, menjadikan pemandangan di Dataran Tinggi Gayo bak lukisan
alam. Dilibat dari kejauban saat kabut turun, sebuah kabupaten yang terletak di
sepanjang Bukit Barisan itu seolah menyembul dari awan-awan yang melingkupinya.
Kabupaten Aceh Tengah bagaikan “negeri di atas awan”. Rona wilayah yang
didominasi pegunungan serta suhu udara yang sejuk memberi pesona tersendiri bagi
daerah ini. Terdapat sebuah danau dengan nama Danau Laut Tawar yang dikitari
gunung-gunung di tepi kota Takengon. Dari Danau Laut Tawar itu mengalir sebuah
sungai Krueng Peusangan yang bermuara di Selat Malaka. Danau seluas 5.742 hektar
itu selain sebagai objek wisata, juga merupakan sumber air minum bagi masyarakat

vang ada di kota Takengon, serta sebagai sumber air bagi PLTA Peusangan I dan II.

Kabupaten yang berada di tengah-tengah Provinsi Aceh ini memiliki letak
secara Geografis pada posisi 40°10°°- 40°58>* Lintang Utara dan 96°18- 96"22""

Bujur Timur.Luas daerah Kabupaten Aceh Tengah yang sebagian besar daerahnya
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pegunungan adalah 4.318.39 Ha. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Aceh

Tengah sebagai berikut:

¢ Sebelah Utara : Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen

e Sebelah Sclatan  : Kabupaten Gayo Lues

e Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat, Kab. Pidie, dan Kab. Nagan Raya
e Sebelah Timur  : Kabupaten Aceh Timur

Secara administratif Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 Kecamatan

dan 295 Desa/Kampung yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Nama Kecamatan dan Jumlah Kampung Setiap Kecamatan

No Kecamatan Jumlah Kampung
1 Atu Lintang 11
2 Bebesen 28
3 Bies 12
4 Bintang 24
5 Celala 17
6 Jagong Jeget 10
7 Kebayakan 20
8 Ketol 25
9 Kute Panang 24
10 Linge 26
11 Laut Tawar 18
12 Pegasing 31
13 Rusip Antara 16
14 Silih Nara 33
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Aceh tengah dikenal pula dengan sebutan “Negeri Antara” dengan kekayaan
alam melimpah. Dari luas wilayahnya, 58,57 persen merupakan kasawan lindung, dan
sisanya 41,43 persen menjadi kawasan budidaya. Topografi yang bergunung-gunung
dan tanah yang subur memberikan keuntungan bagi usaha pertanian.Kabupaten ini
memang masih menggantungkan ekonominya dari sektor pertanian dan perkebunan.

Kopi menjadi komoditas andalan utama Kabupaten Aceh Tengah. Luas
perkebunan kopi mencapai 73.461 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan dan
umumnya merupakan perkebunan milik rakyat. Penanaman kopi mulai dikenal
penduduk sejak zaman Belanda.Bahkan sebagian besar kebun kopi yang ada sekarang
merupakan peninggalan perkebunan Belanda. Jenis kopi Arabika paling banyak
ditanam oleh petani. Selain karena memang cocok tumbuh di daerah yang berhawa
sejuk, harganya pun relatif lebih tinggi dibanding kopi jenis lain.Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 kopi bisa menghasilkan
4.649,62 ton. Hasil itu sebagian ada yang diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, dan
Belanda, serta sebagian dikirim ke Medan kemudian baru diekspor ke negara tujuan.
Nilai ekspor kopi mencapai lebih dari 30.440.223 Dollar AS dalam setahun.

Ketinggian topografi Aceh Tengah yang bervariasi dari 100 meter hingga
2.500 meter dpl, di beberapa tempat dimungkinkan untuk ditanami tanaman pangan,
seperti padi, palawija, dan hortikultura. Tanaman sayur-sayuran, palawija, dan
holtikultura dapat tumbuh subur di daerah ini.Tanaman sayur-sayuran seperti
kentang, tomat, cabai, dan kubis juga banyak dibudidayakan petani. Produksi kentang

dipasarkan di tingkat lokal dan ke beberapa kota seperti Medan, Banda Aceh. bahkan
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sudah ada yang diekspor ke Malaysia. Komoditas kentang juga sudah mulai diolah
menjadi makanan ringan dalam bentuk keripik oleh beberapa industri rumah tangga.

Tanaman palawija yang banyak dibudidayakan antara lain kacang kedelai,
kacang tanah, jagung, dan ubi jalar. Sedangkan komoditas buah-buahan yang
diusahakan sebagai kegiatan sampingan adalah tanaman jeruk keprok, jeruk siam,
alpokat, nanas, dan durian. Jeruk keprok menjadi produk unggulan.
B. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)

Kabupaten Aceh Tengah

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah merupakan
sarana bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di kabupaten Aceh Tengah
dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai
dengan azas Pancasila. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah
merupakan representasi dari rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang berjumlah 199.095
Jiwa.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah Periode 2009 -
2014 dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses Pemilihan Umum tahun
2009. Pada Pemilu 2009 calon anggota legislatif ditentukan berdasarkan nomor urut
pada partai yang mengusung calon anggota legislatif, dimana hasil dari pemungutan
suara pemilih partai tertentu akan dibagi berdasarkan nomor urut calon anggota

legislatif pada partai tersebut.
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Berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah menghasilkan 29 anggota dewan dengan komposisi

perolehan kursi berdasarkan partai peserta Pemilu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Peroleh Kursi Setiap Partai Pada Pemilihan Umum Tahun 2009
NO | NAMA PARTAI JUMLAH KURSI
1 Partai Demokrat 4
2 Partai Aceh 3
3 Partai Golongan Karya 3
4 Partai Hati Nurani Rakyat 2
5 Partai Amanat Nasional 2
6 Partai Patriot 2
7 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 2
8 Partai Persatuan Daerah 2
9 Partai Persatuan Pembangunan 2
10 { Partai Bulan Bintang 1
11 | Partai Gerakan Indonesia Raya 1
12 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 1
13 | Partai Keadilan Sejahtera 1
14 | Partai Karya Peduli Bangsa 1
15 | Partai Serikat Indonesia 1 B
16 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 2
Jumlah 30

Ke-30 anggota dewan tersebut tergabung dalam 3 fraksi yaitu:

o Fraksi Demokrat terdiri dari 5 orang dimana partai yang tergabung didalamnya

adalah Partai Demokrat dan Partai Serikat Indonesia.

e  Fraksi Bawar Linge terdiri dari 14 orang anggota dimana partai yang tergabung

didalamnya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan

Karya, Partai Aceh, Partai Persatuan Daerah, Partai Amanat Nasional, Partai

Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya.
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. Fraksi Keramat Mufakat yang terdiri dari 10 orang anggota merupakan fraksi
gabungan antara beberapa partai yaitu Partai Patriot, Partai Kebangkitan
Nasional Ulama, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Karya Peduli Bangsa,
Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai
Keadilan Sejahtera.

Kemudian Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan dibentuk pada
permulaan masa keanggotaannya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengak Nomor 14 tahun 2010 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, Alat
Kelengkapan Dewan terdiri dari:

d. Pimpinan

Adapun kepemimpinan DPRK Aceh Tengah pada periode 2009-2014 adalah:

Ketua . Zulkarnain
Wakil Ketua : Tagwa
: M. Nazar

e. Komisi-Komisi
Sebagaimana telah diatur dalam peraturan tata tertib, Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah memiliki 4 Komisi, dengan pembagian tugas
sebagai berikut:
e Komisi A Bidang Pemerintahan. Tugas Komisi A meliputi Pemerintahan

Umum, Ketertiban dan Keamanan, Catatan Sipil, Penerangan/ Pers,
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Hukum/Perundang-undangan, Kepegawaian/ Aparatur, Perizinan, Politik,
Organisasi Masyarakat dan Pertanahan. Komisi A diketuai oleh Wajadal
Muna, SH.

e Komisi B Bidang Perekonomian.TugasKomisi B meliputi Bidang
Perekonomian yaitu Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Perikanan,
Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi, Pariwisata,
Perhubungan, Kependudukan, Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Pertambangan
dan Energi, serta Dunia Usaha. Komisi B diketuai oleh Ir. Imaduddin.

e Komisi C Bidang Keuangan dan Pembangunan.Tugas Komisi C meliputi
Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah,
Perusahaan Patungan, Penanaman Modal, Asct Daerah, Pekerjaan Umum,
Pemetaan, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perumahan Rakyat, dan
Lingkungan Hidup. Komisi C diketuai oleh Syirajuddin A.B.

e Komisi D Bidang Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat.Tugas Komisi D
meliputi Pendidikan, IImu Pengetahuan dan Teknologi, Agama, Adat,
Kepemudaan dan Olah Raga, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan, Keluarga
Berencana dan Peranan Wanita, Pelaksanaan Syari’at Islam, Harta Agama
(Baitul Maal) dan Wakaf, Dakwah, Keulamaan, Museum dan Cagar Budaya.

Komisi D diketuai oleh M. Ridwan.
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f. Badan Musyawarah

Badan ini bertugas untuk memberikan pertimbangan dan penetapan program kerja

DPRK dan pelaksanaannya.
Ketua : Zulkarnain
Wakil Ketua : M. Nazar dan Taqwa

g. Badan Anggaran
Badan ini mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat kepada Kepala
Daerah dalam mempersiapkan RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD.
Ketua : Zulkarnain

Wakil Ketua : M. Nazar dan Taqwa

h. Badan Kehormatan,
Badan ini merupakan alat kelengkapan Dewan yang memiliki tugas untuk
mengamati, mengevaluasi kedisiplinan, etika dan moral para anggota DPRK
dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
Ketua : Halidin

Wakil Ketua : H. M. Isa Tan

i. Badan Legislasi
Badan ini merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki tugas
menyusun rancangan Program Legislasi Daerah dan Prioritas Rancangan Qanun

di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).
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Ketua : Ikhwanussufa
Wakil Ketua : Hasbullah
Sekretaris : Umar

Nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah

periode 2009-2014, strata pendidikan, dan partai pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3

Nama-Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah

Periode 2009-2014, Tingkat Pendidikan, Dan Partai Politik

NO | NAMA PENDIDIKAN PARTAI

1 Zulkarnain S1 Demokrat

2 Ismail, SE S1 Demokrat
3 Arlina SMU Demokrat
4 Ikhwanussufa S2 Demokrat

5 Hasbullah SLTA Partai Aceh
6 M. Nazar SMA Partai Aceh
7 Musa. AB S1 Partai Aceh
8 Taqwa SMA Golkar

9 Drs. H. Samarmawan S1 Hukum Golkar

10 Ramianti SLTA Golkar

11 M. Isa Tan SMA Hanura

12 | Ir. Imaduddin S1 Hanura

13 | Saib Nosarios SLTA PKPI

14 | Wajadal Muna S1 Hukum PAN

15 | Drs. Yurmiza Putra S1 Partai Patriot
16 | Ir. Amiruddin S1 Teknik Sipil Partai Patriot
17 | Muchsin Hasan, S.Pdi S1 PKNU

18 Samsuddin, S.Ag S1 PKNU

19 Muhammad Ridwan SMA PPD

20 | Arianto Gunawan SLTA PPD

21 Umar, SH S1 Hukum PPP
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22 | M. Alamsyah Yakub SLTA PPP

23 | Hamdan, SE S1 PBB

24 | H. Zulkifli SLTA Gerindra
25 | Sukurdi Iska SLTA PDI-P
26 | Bardan Sahidi, S.Pd.I, M.Hum S2 PKS

27 | Budiyono, S.Hut S1 PKPB
28 | Halidin SMA PSI

29 | M. Nasri, SE S1 PKPI

30 | Syirajuddin, AB D3 PAN

C. Kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi-fungsi
Pemerintahan Daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah.Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 40 dan 41, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai unsur penyelenggara daecrah memiliki fungsi antara lain:

1. Fungsi Legislasi, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah (Qanun)
bersama-sama Pemerintah Daerah.

2. Fungsi Anggaran,diwujudkan dalam membahas, memberi persetujuan, atau
tidak memberi persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah
Daerah.

3. Fungsi Pengawasandiwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap
pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh
Pemerintah, Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Kepala Daerah, Keputusan

Kepala Daerah, dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
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Namum dalam Bab ini penulis hanya menitikberatkan pembahasan pada dua
hal pokok, yakni Analisis Fungsi Anggaran DPRD Aceh Tengah dan Analisis Fungsi

Legislasi DPRD Aceh Tengah.

D. Analisis Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
Aceh Tengah

Fungsi anggaran mempunyai peranan yaug sangat penting dalam mewujudkan
kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing daerah.

Anggaran pada tingkat daerah(APBD) juga mempunyai hubungan yang
signifikan dengan anggaran pada tingkat nasional (APBN), dimana sebagai alat untuk
mengatasi  ketimpangan fiskal vertikal atau proporsionalitas pendapatan
lukratif.Selain itu fungsi penganggaran juga mengatasi persoalan ketimpangan fiskal
horizontal yakni membandingkan kebutuhan fiskal (fiscal needs) dengan kemampuan
fiskal (fiscal capacity).

Dengan demikian maka fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat
dalam mengarahkan pembangunan sosial ekonomi serta menjalin kesinambungan dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat mengingat kebutuhan dan keinginan
masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang
ada terbatas.Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah sebagai berikut:

Penyusunan APBD adalah bentuk tanggung jawab kami dalam mengarahkan

pembangunan sosial ekonomiberdasarkan prinsiptransparansi, akuntabel.
efektif dan efisien.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi C diatas, Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah telah mendasarkan pengelolaan
keuangan daerah dengan prinsip transparansi yakni masyarakat memiliki hak dan
akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan
kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Kemudian prinsip akuntabilitas yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh Tengah memiliki tanggung jawab publik yang berarti proses
penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dapat
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta prinsip value of
money yang terdiri dari 3 hal, yaitu:

e ckonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam

jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang lebih murah.

o Efisien, penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan output

yang maksimal (berdayaguna)

o Efektif, penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan

kepentingan umum.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah dibawah ini:

Nantinya hasil dari penyusunan APBD ini bisa kita jadikan parameter sejauh

mana kemandirian keuangan dan efektifitas dan efisiensi dalam

merealisasikan pendapatan daerah, menjadi tolak ukur sejauh mana

Pemerintah Daerah membelanjakan pendapatan daerah dan melihat
perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran selama setahun.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42401.pdf
88

Berdasarkan wawancara diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh Tengah menjadikan penganggaran berdasarkan fungsinyasebagai tolak
ukur dalam:

a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam  membiayai

penyelenggaraan otonomi daerah

b. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan

daerah

c. Mengukur sejauhmana  aktivitas Pemerintah  Daerah  dalam

membelaniakan pendapatan daerahnya.

d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam

pembentukan pendapatan daerah

e. Melihat pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapan dan

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah diperoleh keterangan sebagai
berikut:

Saya kira sudah sangat sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang

berlaku walaupun ada pertimbangan yang lain yakni kepentingan politik pada

kegiatan anggaran DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagaimana telah diuraikan
di atas maka dapatlah dikatakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh Tengah yang terlibat langsung dalam anggaran telah sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, meskipun dalam praktiknya penyusunan

anggaran masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik.
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Kemudian dalam menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah, DPRD
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki dasar
hukum. Hal ini sesuai hasilwawancara dengan Ketua Komisi Cdimana pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah bekerjasama
dalam penyusunan APBD, sebagaimana kutipan berikut:

Kalau kita untuk pelaksanaan penyusunan APBD mengacu pada UU No.

32Tahun 2004, di mana pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi C ternyata bahwa fungsi
DPRD terlibat langsung dengan pemerintah daerab. Hal ini sesuai dengan UU No. 32
Tahun 2004 yang isinya menyatakan bahwa pemerintah daerah dan anggota DPRD

bersama-sama membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a. Kebijakan Umum APBD dan PPAS

RAPBD Kabupaten Aceh Tengah disusun dalam proses yang mengacu pada
target kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 58 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana proses penyusunan dimulai dari
penentuan kebijakan umum APBD. Dalam proses penyusunan ini diawali oleh
pembahasan mengenai Prioritas Platform Anggota Sementara (PPAS) antara badan
eksekutif dengan legislatif, PPAS sendiri merupakan program prioritas dan patokan
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan
sebagai acuan dalam menyusun (RKA-SKPD). Berdasarkan hasil wawancara dengan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah sebagai berikut:
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Penyusunan Prioritas Platform Anggaran Sementara harus mengacu
Ketentuan Umum Anggaran yang telah disepakati sebelumnya berdasarkan
hasil Musrenbang serta pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah diatas dalam proses penyusunan PPAS diperlukan
adanya kesesuaian dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dimana KUA
merupakan sasaran dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran
yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman
penyusunan Rencana APBD dan Rencana Perubahan APBD.Hal ini merupakan
landasan kebijakan umum pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten
Aceh Tengah yang berbasis kinerja. Selain itu KUA juga merupakan konsistensi dari
RKPD. Untuk itu dalam proses pembahasan RKPD dengan Dewan Perwakiian
Rakyat Kabupaten (DPRK) seharusnya sudah mengarah pada substansi KUA itu
sendiri, sebab aspirasi masyarakat dibawa oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) sudah disampaikan pada saat penyusunan RKPD. Dengan kata lain,
penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah sebaiknya dilakukan sebelum penyusunan RKPD.

Dari petikan wawancara dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah seperti yang terdapat di bawah ini:

Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak

menjelaskan hal-hal yang sifatnya teknis sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah telah

menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
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Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA mencakup hal-hal yang

sifatnya kebijakan umum seperti:

a.

Gambaran perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun
sebelumnya dan rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan.
Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD seperti laju inflasi,
pertumbuhan PDRB dan asumsi-asumsi lainnya.

Gambaran kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan
dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dan target Pendapatan Asli
Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah serta upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target.

Kebijakan yang terkait dengan perencanaan belanja daerah, kebijakan
pembangunan daerah, kendala yang dihadapi serta strategi dan prioritas
pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.
Kebijakan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah
sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka

menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan langkah awal dalam tahapan

perencanaan pembangunan yang menghasilkan dokumen yang memuat kebijakan-

kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan untuk periode 1 tahun. Adapun

tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah:
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a. Agar memperjelas capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun
anggaran
b. Mempermudah dalam penyusunan perencanaan operasional anggaran.
c. Mempermudah pencapaian visi, misi, tujuan dan target sasaran yang
telah ditetapkan dalam RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.
d. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan APBD dan dasar
penyusunan program atau kegiatan selama satu tahun anggaran.
Kemudian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mana
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam menyusun
(RKA-SKPD) yang berkesesuaian dengan KUA ditentukan prioritas dalam urusan
wajib dan urusan pilihan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa urusan Pemerintahahan terdiri
dari urusan wajib dan urusan pilihan (Pasal 6:2), sementara yang dimaksud dalam

urusan wajib (Pasal 7:2) adalah meliputi:

Penanaman Modal
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Pendidikan

b. Kesehatan

¢. Lingkungan Hidup

d. Pekerjaan Umum

e. Penataan Ruang

f.  Perencanaan Pembangunan
g. Perumahan

h. Kepemudaan dan Olah Raga
i.

j-

k.
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Ketenagakerjaan

Ketahanan Pangan

Pemberdayaan Perempuan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Perhubungan

Komunikasi dan Informatika

Pertanahan

Persatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sosial

Kebudayaan

Statistik

Kearsipan

Perpustakaan

~wnoTopg e

N X g <F

Sedangkan yang dimaksud dengan urusan pilihan sebagaimana ketentuan di
atas (Pasal 7:4) meliputi:

Kelautan

Pertanian

Kehutanan

Energi dan Sumber Daya Mineral
Pariwisata

Industri

Perdagangan

Ketransmigrasian

SR Mmoo ao o

Selanjutnya setelah penentuan prioritas urusan wajib dan urusan pilihan,
ditentukan pula urutan program dalam masing-masing urusan pemerintahan (wajib
dan pilihan).

Ruang lingkup dan sistematika perumusan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara didahului dengan latar belakang, tujuan dan dasar dari penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kemudian perumusan rencana

pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang berisikan tentang target
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pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan
daerah dalam KUA.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan pendapatan
daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan
bersih, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang
menambah ekuitas dana, serta merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan
tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua Badan Anggaran seperti
dibawah ini:

Penerimaan yang bersumber dari PAD masih didominasi Retribusi Daerah

terutama dan Retribusi Pasar sedangkan sumber penerimaan PAD lainnya

adalah Pajak Daerah, penerimaan bagi hasil laba BUMD serta lain-lain belum
maksimal.

Dari pernyataan diatas bahwasanya penerimaan yang bersumber dari retribusi
daerah, pajak daerah, dan bagi hasil laba BUMD belum memberikan kontribusi yang
tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga masih diperlukan upaya-
upaya peningkatan yang lebih intensif dalam memaksimalkan sumber Pendapatan

Asli Daerah.
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Sementara berdasarkan penelitian sumber pendapatan daerah Kabupaten Aceh
Tengah yang berasal dari dana perimbangan, sampai saat ini masih didominasi dari
Dana Alokasi Umum (DAU), kemudian disusul dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)
dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, sedangkan penerimaan yang
bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah didominasi dari dana
penyesuaian serta dana bagi hasil pajak dari provinsi.

Dari pengamatan penulis, permasalahan yang sering dihadapi dalam upaya
peningkatan pendapatan daerah, terutama penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) antara lain:

a.  Potensi sumber pendapatan asli daerah yang ada belum secara maksimal

dilakukan pengelolaan dan pemungutan sumber PAD tersebut.

b.  Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban
sebagai warga negara/wajib pajak, wajib retribusi dan wajib iuran
lainnya masih perlu ditingkatkan

¢c.  Peraturan daerah yang mengatur tentang Penerimaan Daerah masih
banyak mengacu kepada perturan yang lama. Oleh karena itu Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) perlu melakukan revisi terhadap
beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang penerimaan daerah
dari sektor Pendapatan Asli Daerah.

d. Kurangnya pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya secara
optimal

e. Belum akuratnya data potensi objek pajak dan retribusi yang ada
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f.  Kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melihat sumber-
sumber pendapatan baru

Pembahasan selanjutnya adalah perumusan prioritas belanja daerah yang
berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang
akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah, prioritas yang disusun berdasarkan
urusan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan
yang dipilih.

Lalu penentuan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintah
dan program/ kegiatan.Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintah
berisikan plafon anggaran sementara masing-masing satuan kerja yang dituangkan
secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi. Plafon anggaran berdasarkan program/
kegiatan berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program/kegiatan yang
dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

Terakhir adalah rencana pembiayaan daerah yang berisi target penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.Setiap kegiatan pembiayaan yang
tercantum dalam APBD, khususnya pada Kabupaten Aceh Tengah adalah merupakan
program yang diusulkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD).
Kemudian perlu ditambahkan bahwa bila terdapat usulan dari kegiatan baru yang
akan dilakukan maka hal ini disebabkan karena adanya aspirasi masyarakat yang
perfu dikembangkan. Oleh karena itulah maka yang ditekankan dalam penelitian ini
adalah yang berkaitan dengan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

(DPRK) dalam penetapan anggaran pembiayaan.
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Dalam pelaksanaan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) ditinjau dari segi pembiayaan, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, maka
salah satu faktor yang perlu ditekankan dalam penyusunan anggaran adalah perlunya
pelaksanaan fungsi anggaran yang terkoordinasi, lebih efisien, dan dengan adanya
pengawasan dalam penggunaan anggaran pembiayaan dalam pengelolaan
pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Ketua Komisi C
mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan fungsi anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yaitu :

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran pembiayaan dana DPRD khususnya di

Kabupaten Aceh Tengah maka terdapat beberapa aspek yang periu

ditindaklanjuti, yaitu bagaimana fungsi anggaran lebih terarah, terkoordinasi,

lebih efisien dan tindak terlalu banyak pemborosan dalam pembiayaan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka dapatlah disimpulkan bahwa
dalam pelaksanaan fungsi anggaran pembiayaan, salah satu aspek yang perlu
diperhatikan adalah adanya pelaksanaan fungsi anggaran pembiayaan yang terarah,
terkoordinir dan adanya efisiensi dalam pengeluaran pembiayaan. Kemudian
wawancara selanjutnya dilakukan dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yaitu sebagai berikut:

Dalam UU yang sebagaimana telah diatur maka hal yang pertama dilakukan

dalam penganggaran yaitu untuk pembiayaan di bidang pendidikan ditentukan

30% dan selebihnya digunakan untuk pembangunan kesehatan, infrastruktur,

jalan, jembatan dan bangunan gedung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Anggaran Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) mengenai jenis anggaran yang akan diusulkan

dalam APBD untuk tahun 2013, yang menunjukkan bahwa tingkat persentase
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anggaran di setiap bidang pembiayaan maka tingkat persentase pembiayaan tertinggi
dalam APBD untuk tahun 2013 adalah disektor pendidikan. Hal ini disebabkan
karena adanya ketetapan alokasi minimal sektor pendidikan yaitu sebesar 30% dan
selebihnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah, pembangunan jalan
dan jembatan, serta kesehatan. Kemudian dalam penyusunan anggaran pembiayaan
yang sebagaimana telah dianggarkan dalam APBD, selalu dilakukan pengawasan
yang ketat dari setiap jenis pengeluaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara
dengan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah
sebagai berikut:

Penyusunan anggaran pembiayaan yang sebagaimana telah tercantum dalam

APBD selalu dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap

pembiayaan yang dikeluarkan selalu dilakukan pengawasan atau monitoring

dari setiap jumlah dana yang akan dikeluarkan untuk pembiayaan dari masing-
masing sektor.

Dari hasil wawancara tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa
penggunaan dana pembiayaan yang dikeluarkan dari masing-masing bidang seperti
dalam pembiayaan program kesehatan gratis maupun untuk sektor pendidikan selalu
dilakukan pengawasan dan monitoring dari setiap penggunaan dana pembiayaan
dalam APBD.

Selanjutnya wawancara dengan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, mengemukakan adanya efektivitas penggunaan
dana pembiayaan yaitu :

Penggunaan dana pembiayaan sudah berjalan sesuai dengan program dalam

APBD, di mana pembiayaan lebih banyak dikeluarkan pada program

pendidikan gratis dan sisanya lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan
jalan dan jembatan.
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Dari hasil wawancara dengan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, bahwa penggunaan dana pembiayaan yang
sebagaimana telah dianggarkan dalam APBD lebih banyak pada pembangunan
infrastruktur. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran
pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah sudah mengacu
pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan pelaksanaan penyusunan anggaran
pembiayaan senantiasa dilakukan kerja sama antara pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai anggota legislatif dan selalu
dilakukan rapat pembahasan dalam penyusunan anggaran pembiayaan di setiap
bidang dalam APBD. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai berikut:

Pelaksanaan penyusunan anggaran pembiayaan dari setiap bidang yang telah

diprogramkan dalam APBD selalu dilakukan koordinasi antara pemerintah
daerah dengan DPRD sebagai badan legislatif.

Kemudian akan disajikan pula hasil wawancara dengan Ketua Badan
Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah mengenai
pengelolaan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program APBD yaitu sebagai
berikut:

Pengelolaan sumber pembiayaan telah dikeluarkan dengan baik, sebab sumber

pembiayaan yang digunakan dalam membiayai program dalam APBD lebih

banyak bersumber dari DAU dan DAK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah menunjukkan bahwa sumber pembiayaan

yang berasal dari dana otonomi daerah di mana dalam pengelolaan penyusunan
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sumber pembiayaan yang sebagaimana telah digunakan ddlam membiayai program
pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah maka Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) yang dalam hal ini sebagai badan legislatif senantiasa melakukan
pengawasan dalam penggunaan sumber-sumber pembiayaan.

Kemudian dalam melakukan pengawasan dari penggunaan dana pinjaman
maka salah satu upava yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) adalah penerapan anggaran berbasis kinerja atau performance budgetting.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah sebagai berikut:

Salah satu upaya yang dilakukan oleh DPRK dalam melakukan fungsi sebagai

pihak pengawas dalam penyusunan anggaran pembiayaan yaitu melakukan

anggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan penyusunan anggaran pembiayaan adalah dengan menerapkan anggaran
berbasis kinerja yaitu mengatur pembiayaan dalam standar APBD diantaranya:

a. Aspek legal, bahwa setiap pembiayaan harus dapat ditunjukkan otoritas
legalnya sehingga alur pembiayaan jelas dan dapat dimintai
pertanggungjawaban.

b. Aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban dengan prinsip anggaran
melindungi dan mencegah terjadinya pemborosan dalam pembiayaan.

c. Aspek pengeluaran pembiayaan daerah harus berorientasi pada

pencapaian visi, misi, tugas, sasaran, dan manfaat yang akan dicapai.
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Fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam
menentukan jenis anggaran pembiayaan sebagaimana hasil wawancara dengan Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yaitu:

Anggaran DPRK sesuai dengan regulasi mempunyai hak untuk duduk

bersama-sama dalam menetapkan program anggaran pembiayaan dan selain

itu menyetujui program pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa salah satu hak anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam penyusunan anggaran
pembiayaan adalah duduk bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk
menetapkan program anggaran pembiayaan dan selanjutnya menyetujui anggaran
pembiayaan.

Kemudian dart hak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
menetapkan dan menyetujui anggaran pembiayaan, khususnya di Kabupaten Aceh
Tengah maka jenis pembiayaan yang dianggarkan untuk tahun 2013 ditekankan pada
pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan dan irigasi. Hal ini sesuai hasil
wawancara dengan Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah :

Adapun jenis pembiayaan yang dianggarkan lebih ditekankan dalam
pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan dan pengairan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa
jenis pembiayaan yang dianggarkan lebih ditekankan dalam pembangunan fisik,

seperti jalan dan pengairan.
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Kemudian cara dalam memasukkan jenis pembiayaan dalam penyusunan
RAPBD sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yaitu sebagai berikut :

Cara yang dilakukan dalam memasukkan jenis pembiayaan dalam RAPBD

adalah dengan menetapkan jenis kegiatan yang akan dibiayai dan selanjutnya

mengusulkan, dan sebelum usulan jenis kegiatan yang akan dibiayai disetujui

maka terlebih dahulu dilakukan penilaian kelayakan dan jika layak maka jenis
pembiayaan disahkan dan dimasukkan dalam RAPBD.

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana telah dilakukan maka dapatlah
disimpulkan bahwa cara memasukkan jenis program pembiayaan dalam RABPD
adalah diawali dengan fraksi-fraksi mengusulkan jenis kegiatan yang akan dibiayai
dan fraksi yang mengusulkan berasal dari aspirasi masyarakat dan selanjutnya
dilakukan penentuan kelayakan, jika layak maka Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) memasukkan program dalam RAPBD.

Kemudian KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut masing-masing
dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tengah.Berdasarkan hasil penyusunan PPAS yang
maka pemerintah daerah dan anggota DPRD membuat Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Aceh
Tengah.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hasil RKA-SKPD
yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) dan selanjutnya dibahas oleh tim anggaran Pemerintah
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Daerah. Pembahasan yang dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah dilakukan
untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA dan PPAS, prakiraan
maju yang telah disetujui di tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan
lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar
satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Setelah pembahasan yang dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah
selesai dilakukan maka kemudian Pemerintah Daerah akan menyampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD.

Namun dari penelitian yang dilakukan, pada kenyataannnya proses
penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari Kepala Daerah untuk dibahas
bersama DPRK sering mengalami keterlambatan. Hal ini sangat menghambat
jalannya roda pemerintahan mengingat bila pada proses penyampaian rancangan ini
mengalami keterlambatan, maka dapat dipastikan ini akan menghambat proses-proses
selanjutnnya.

Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam penyusunan PPAS mengacu pada
dokumen yang mencakup RPJPD, RPJMD, dan RKPD dikaitkan dengan penyusunan
program dalam APBD. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua Badan
Anggaran DPRK Aceh Tengah yaitu :

Penyusunan program dalam APBD yang mengacu pada kesesuaian dengan

RKPD yang didasari ketentuan umum dan skala prioritias dengan rapat yang

dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Aceh
Tengah.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, maka penyusunan program APBD harus
sejalan dengan skala prioritas dan ketentuan umum sebagaimana telah ditetapkan
dalam Musrenbang. Hal ini akan dijadikan sebagai dasar penentuan skala prioritas
dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian hasil wawancara
lainnya dengan Wakil Ketua Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh Tengah menyatakan bahwa :

Pelaksanaan penyusunan skala prioritas dalam penyusunan RAPBD adalah

diawali untuk penyusunan RKPD selanjutnya dalam penyusunan RAPBD,

APBD total — APBD, APBD pembukuan dan peraturan daerah tentang APBD
di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2013.

Dalam hubungannya dengan hasil wawancara dengan Ketua Komisi C
mengenai langkah-langkah dalam penyusunan skala prioritas dalam penyusunan
RAPBD maka prosedur dalam melakukan penyusunan RAPBD dapatlah dikatakan
bahwa fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dilihat dari
segi belanja yang mengacu pada kesesuaian dengan RKPD. Namun fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam penyusunan anggaran belanja daerah
masih terdapat sejumlah hambatan-hambatan, di mana salah satu hambatan yang
dialami yakni masih adanya perbedaan dalam penentuan skala prioritas dalam
penentuan program APBD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah sebagai berikut :

Pelaksanaan penentuan skala prioritas dalam penyusunan program APBD

seringkali berujung pada perdebatan alot, mungkin karena perbedaan visi dan
persepsi tentang pembangunan Aceh Tengah yang seharusnya. Dan
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kadangkala kami menemukan program yang diusulkan eksekutif melenceng
dari hasil Musrembang.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yang menunjukkan bahwa dalam penyusunan
anggaran seringkali terjadi perbedaan antara skala prioritas yang diprogramkan
dengan program APBD. Hal ini disebabkan oleh karena adanya beberapa program
yang diperlihatkan kurang sesuai dengan hasil Musrembang. Menurut Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah :

Timbulnya perbedaan dalam penentuan skala prioritas dengan program RPKD

yang disebabkan karena kurang tepatnya hasil musrembang yang telah

ditentukan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) menunjukkan bahwa salah satu hambatan yang dialami oleh
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah adalah
penerimaan alokasi belanja yang telah dirinci dengan anggaran penerimaan PDRB.
Berdasarkan hasil analisis fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
dalam penyusunan anggaran belanja Kabupaten Aceh Tengah yang menunjukkan
bahwa pelaksanaan penyusunan anggaran yang dilakukan telah mengacu kepada
kesesuaian RKPD dan sudah didasari pada skala prioritas. Namun dalam pelaksanaan
penyusunan anggaran belanja yang telah dilakukan selama ini masih ada hambatan-
hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Adapun perbedaan dalam penentuan skala prioritas dengan program

RPKD, di mana salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya

perbedaan karena kurang tepatnya pelaksanaan Musrenbang di mana
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dalam pelaksanaan Musrenbang masih kurang melibatkan tokoh-tokoh
masyarakat setempat.

b.  Penyusunan anggaran belanja daerah masih terdapat hambatan di mana
masih kurang tepatnya penyusunan anggaran belanja daerah. Hal ini
disebabkan oleh penentuan prioritas alokasi belanja yang telah
ditentukan belum sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat.

Melihat dari hambatan yang telah divraikan di atas maka perlu adanya solusi
dalam memecahkan masalah, maka hal yang perlu dilakukan adalah tindakan
perbaikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diucapkan oleh Ketua Komisi C
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah:

Setiapmasa anggaran yang diusulkanperlu dilakukan koordinasi dengan hasil

usulan musrenbang, baik pada tingkat kampung, tingkat kecamatan, dan

tingkat kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi C, maka dapatlah
disimpulkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang
selama ini dihadapi adalah setiap anggaran yang diusulkan perlu dilakukan koordinasi
dengan hasil musrenbang baik pada tingkat desa’kampung/kelurahan, tingkat
kecamatan, hingga tingkat kabupaten.

Kemudian hasil wawancara lainnya dengan Ketua Badan Musyawarah Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yaitu sebagai berikut :

Perbaikan penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan adanya koordinasi

yang baik antara Badan Legislatif dengan Badan Eksekutif pemerintah daerah
khususnya di Kabupaten Aceh Tengah.
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Dari hasil wawancara maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan
penyusunan anggaran khususnya pada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam
pelaksanaan perbaikan adalah adanya koordinasi antara badan legislatif dan badan
cksekutif pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di atas maka dapatlah
disimpulkan bahwa dalam memperbaiki penyusunan anggaran maka perlu adanya
koordinasi yang jelas dalam pelaksanaan musrenbang antara bupati dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah. Kemudian perlu
ditambahkan bahwa dalam penyusunan anggaran maka perlu dilakukan evaluasi
terhadap program pembangunan yang perlu diprioritaskan di mana penyusunan
anggaran belanja daerah harus menyentuh isu krusial yang sedang berkembang di

Kabupaten Aceh Tengah.

b. Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD (Raperda APBD)

Pada proses Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Raperda-APBD), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
dan Pemerintah Daerah melewati tahapan-tahapan hingga pada akhimya ditetapkan
sebagai Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:
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1) Penyusunan Raperda APBD

Berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditetapkan oleh tim Pemerintah Daerah
dan telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), PPKD
menyusun rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD (Raperda APBD)
beserta dokumen pendukungnya yang terdiri dari nota keuangan dan Rancangan
APBD (RAPBD).

Kemudian Kepala Daerah menyampaikan Raperda APBD kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) disertai penjelasan dan dokumen pendukung
lainnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya untuk
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pemnyataan sesuai dengan pasal 120 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) tentang Pembahasan dan Pengesahan APBD adalah sebagai
berikut:

1. Kepala Daerah harus menyampaikan Rencana Peraturan Daerah tentang

APBD sisertai penjelasan dan dokumen pendukung lainnya selambat-
lambatnya 3 bulan sebelum berakhimya tahun anggaran.

2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menyerahkan
Raperda APBD kepada Badan Anggaran untuk memperoleh
pendapatnya.

3. Pendapat Badan Anggaran diserahkan kepada komisi-komisi sebagai

bahan pembahasan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42401.pdf
109

2)  Sosialisasi Raperda Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Sebelum melakukan pembahasan Raperda APBD, Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) harus mensosialisasikan Raperda APBD terlebih dahulu, ini
dilakukan guna memperoleh masukan-masukan dari rakyat. Hal tersebut juga
dilakukan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi dimana rakyat
mendapatkan akses yang sama dalam memperoleh informasi Raperda APBD,
akuntabilitas yakni Raperda APBD dapat dipertanggungjawabkan, serta prinsip

partisipatif dimana rakyat dapat terlibat langsung dalam pembahasan Raperda APBD

3) Pembahasan Raperda APBD
Pembahasan Raperda APBD dititikberatkan pada kesesuaian antara KUA dan
PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda APBD.Pada
Pasal 121 Tata Tertib DPRK tentang Pembahasan dan Pengesahan APBD yang
mengatur tentang tata tertib pembahasan Raperda APBD yang berbunyi sebagai
berikut:
1.  Rapat kerja antara komisi dengan SKPD mitra kerja untuk menyepakati
arah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran
sementara untuk setiap program dan kegiatan pada setiap SKPD, dengan

menggunakan RKPD sebagai dasar rujukan.
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2. Rapat pembahasan internal setiap komisi untuk melakukan penajaman
dan sinkronisasi antara program dan kegiatan pada setiap SKPD yang
menjadi mitranya.

3. Pembahasan dan penetapan APBD yang didahului dengan penyampaian
Raperda APBD beserta nota keuangannya oleh Bupati kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).

4. RAPBD tahun anggaran berikutnya disahkan pada 30 November tahun
anggaran sebelumnya.

5. RAPBD yang sudah disahkan bersama antara Bupati dan DPRD
digunakan oleh TAPD sebagai dasar untuk menerbitkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan seluruh lampiran Raperda APBD
dengan tetap berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.

6. DPA selanjutnya diserahkan kepada DPRD paling lambat dua bulan
setelah diundangkan dalam lembaran daerah sebagai acuan DPRD untuk

melakukan fungsi pengawasan.

4) Persetujuan Raperda APBD

Sesuai dengan Pasal 121 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) tentang Pembahasan dan Pengesahan APBD bahwasanya persetujuan
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Kepala Daerah terhadap
Raperda APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran

yang bersangkutan dilaksanakan.
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Atas dasar persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD maka
Kepala Daerah kemudian menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Hal
ini seperti diatur dalam Pasal 185 dan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerab tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran APBD yang telah disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri berikutnya akan dievaluasi. Proses evaluasi ini bertujuan untuk mencapai
keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara
kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta meneliti sejauh mana APBK tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan
daerah lainnya.

Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Raperda APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka
Kepala Daerah dapat menetapkan Raperda APBD dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD menjadi Perda APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD.Penetapan tersebut dilakukan selambat-lambatnya
tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Untuk mewujudkanprinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah yakni
prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif maka Pemerintah Daerah bersama

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) mensosialisasikan Perda
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APBD tersebut. Dengan adanya sosialisasi Perda APBD masyarakat mendapatkan
haknya dalam memperoleh informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja
daerah serta masyarakat dapat membantu dalam pengawasan pelaksanaan APBD.
Namun dari hasil pengamatan penulis upaya Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam mensosialisasikan Perda APBD belum
maksimal, ini terindikasi dari rakyat yang hampir tidak pernah tahu tentang rencana
pembangunan daerah dan besar dana yang dianggarkan. Hal ini dapat mengakibatkan
terbukanya peluang terjadinya penyelewengan dana APBD oleh karena rekyat tidak

turut serta dalam pengawasan pelaksanaan Perda APBD.

¢. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional serta perjalanan waktu,
kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat serta permasalahan yang dihadapai
oleh pemerintah daerah yang semakin kompleks. Disisi lain sumber daya yang
tersedia, terutama kemampuan keuangan daerah masih relatif terbatas, demikian pula
dengan adanya beberapa keadaan yang sifatnya mendesak maka perlu dilakukan
Perubahan APBD.

Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja darn/atau
prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan
sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK
serta di tetapkan dengan perda. Dari kutipan wawancara dengan Ketua Komisi C

berikut ini:
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DPRK Aceh Tengah berpedoman pada Peraturan Mendagri Nomor 56 tahun
2007 dalam melakukan Perubahan APBK .

Dari pernyataan diatas maka DPRK dalam melakukan Perubahan APBD
berpedoinan padaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 154 ayat 1 bahwa Perubahan
APBD dapat dilakukan apabila:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar

unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja

3. Keadaan vang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya

harus digunakan dalam tahun berjalan

4. Keadaan darurat

5. Keadaan luar biasa

Berdasarkan PP Mendagri diatas Perubahan APBD dapat dilakukan sepanjang
memenuhi kriteria perubahan APBD, antara lain sebagai berikut:
a.  Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yaitu:
. Perubahan asumsi ekonomi makro terhadap kemampuan fiskal
daerah
. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah

. Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah
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o  Kebijakan pembiayaan yang harus dilakukan perubahan APBD

b. Keadaan yang harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja

c.  Penggunaan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun sebelumnya antara lain
untuk:

. Membayar bunga dan pokok utang dan atau obligasi

e  Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS

. Mendanai kegiatan lanjutan (DPA-L)

. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus
diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran
dalam tahun anggaran yang berjalan

. Mendanai kegiatan yang capaian target xinerjanya ditingkatkan
dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun
anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan

d. Keadaan darurat

e. Keadaan luar biasa
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Tabel 4.4
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012:
Bertambah
Anggaran Anggaran /
No Uraian Sebelum Setelah (Berkuran
Perubahan Perubahan ) g
1 2 3 4 5
1 | PENDAPATAN
651.417.686.919 681.583.157.180 | 66.165.470.261
Pendapatan Asli
23.465.442.790 66.378.694.707 | 42.913.251.917
Daerah
1. Pajak Daerah 5.327.794.000 5.327.794.000 -
2. Retribusi Daerah 11.682.648.000 13.523.579.200 |  1.840.931.200
3. Hasil Pengelolaan
Kekayaan  Daerah 2.600.000.000 2.600.000.000 -
yang dipisahkan
4.La1{1-la1n Pendapatan 3.855.000.790 39.927.321.507 | 36.072.320.717
Asli Daerah
5. Zakat, Infaq,
Sadagah dan harta 5.000.000.000 |  5.000.000.000
agama launnya
1.2 | Dana Perimbangan 526.848.517.434 |  527.956.676.053 |  1.108.158.619
L Dana Bagi .haSﬂ 30.878.263.434 31.986.422.053 | 1.108.158.619
pajak/ bukan pajak
2. Dana  Alokasi 449.223.044.000 449.223.044.000 -
Umum
3. ~Dama  Alokast 46.747.210.000 46.747.210.000 -
Khusus
Lain-Lain
1.3 | Pendapatan Yang | 65.103.726.695 87.247.786.420 | 22.144.059725
Sah
1. Pendapatan Hibah - - -
2. Dana Darurat - - -
3. Bagi Hasil Pajak
Dari Prov. & Pemda 9.454.790.334 10.498.666.989 |  1.043.876.655
Lainnya
4. Dana Penyesuaian
Otonomi Dan 55.336.953.320 64.636.899.000 |  9.299.945.680
Otonomi Khusus
5. Bantuan Keuangan - 11.630.751.200 | 11.630.751.200 |
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Dari Prov. Atau
Pemda Lainnya
6. Pencl'apatan Yang 311.983.041 481.469.231 169.486.190
Sah Lainya
Jumlah Pendapatan 615.417.686.919 681.583.157.180 | 66.165.470.261

d. Kelemahan Dalam Penyusunan KUA

Penulis juga mencoba menjabarkan beberapa kelemahan-kelemahan yang
ditemui dalam penyusunan Anggaran berdasarkan penjabaran diatas, dari beberapa
kelemahan yang ditemui antara lain adalah:

1. Belum Efektif Dan Maksimal Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat, tujuan
tersebut dapat dikatakan tercapai jika kebutuhan dasar rakyat dapat terpenuhi, oleh
sebab itu rencana pembangunan daerah dan KUA diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan rakyat. Agar KUA dapat sesuai dengan kebutuhan rakyat maka
dibutuhkanlah usaha dalam menjaring aspirasi rakyat, keseriusan pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam menjaring aspirasi rakyat akan
terlihat dari APBD yang dihasilkan.

Dalam beberapa kesempatan Pemerintah Daerah selalu mengklaim
bahwasanya proses pembangunan selalu menitik beratkan pada partisipasi rakyat,
klaim ini didasari pada proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara
bottom up (dari bawah ke atas) melalui penyelenggaraan musyawarah rencana

pembangunan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota. Namun demikian klaim
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tersebut layak dipertanyakan mengingat masih banyaknya protes rakyat terhadap
rencana dan pelaksanaan pembangunan.

Dari masih banyaknya protes karena belum terjawabnya kebutuhan rakyat,
dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat belum
efektif dan maksimal. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan belum efektif dan
maksimalnya penjaringan aspirasi masyarakat, antara lain:

a. Forum di tingkat kecamatan lebih banyak dihadiri oleh para tokoh dan
Pemerintah Desa, kelompok rakyat kecil justru jarang terlibat dalam
forum perencanaan pembangunan, kalaupun mereka hadir umumnya
mereka jarang memberikan pendapat, hal ini mungkin disebabkan oleh
kurangnya kapasitas masyarakat itu sendiri.

b.  Terdapat keengganan rakyat untuk terlibat dalam forum partisipasi, hal
ini disebabkan rakyat sering merasa kecewa karena program-program
yang mereka usulkan dalam forum partisipasi tersebut tidak muncul
dalam format APBD.

c.  Partisipasi masyarakat hanya sampai pada tingat desa dan kecamatan,
tidak adanya partisipasi dan pengawasan masyarakat pada forum-forum
ditingkat selanjutnya.

d. Rencana pembangunan yang diajukan rakyat di desa harus bertarung
dengan rencana pembangunan sektoral yang dibawa oleh dinas-dinas di

tingkat kabupaten/kota serta adanya kepentingan individu, kelompok
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dan golongan yang menyebabkan tersingkirnya programQOprogram yang
diusulkan oleh rakyat bawah.
Faktor tersebut diatas menyebabkan kebijakan yang tertuang dalam KUA
tidak lagi sesuai dengan kebutuhan rakyat, keadaan ini dibuktikan dengan tidak
sesuainya antara alokasi dana APBD yang disetujui dengan dana APBD yang

seharusnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

2. Adanya Kepentingan Individu, Kelompok dan Golongan

Adanya kepentingan individu, kelompok dan golongan dapat mendorong
terjadinya kolusi antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan
Pemerintah Daerah untuk menyusun KUA yang lebih menakomodir kepentingan
individu, kelompok dan golongan dengan mengorbankan kepentingan
rakyat.Kebijakan dibidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tertuang dalam
KUA diarahkan pada kebijakan yang menguntungkan bagi individu, kelompok
ataupun golongantanpa memperhatikan dampak kebijakan tersebut bagi rakyat pada
umumnya.
3. Penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD Yang Kuranng Baik

Kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Pemerintah
Daerah dalam penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD yang kurang baik dalam arti
RPJMD dan Renstra-SKPD disusun tidak berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan
hanya dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban administratif, setiap terjadi

pergantian Kepala Daerah rencana pembangunan dan berbagai kebijakan juga ikut
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berubah sehingga menyebabkan arah pembangunan yang kurang jelas dan sulit dalam
mencapai kesinambungan pembangunan, serta KUA yang sudah disusun berdasarkan
RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD tidak mencerminkan kebutuhan rakyat.
4. Kurangnya Kapasitas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Dalam Merumuskan KUA

Persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) yang terlalu ringan dan kurangnya pembekalan yang diberikan oleh partai
yang mengusung mereka menyebabkan kurangnya kapasitas Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam melaksanakan fungsinya, tidak hanya di Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), kurangnya kapasitas SDM juga terjadi di
Pemerintahan Daerah terkait dengan funsi anggaran khususnya penyusunan KUA,
meskipun Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
melakukan penjaringan aspirasi rakyat dengan serius namun kurangnya kapasitas
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam
merumuskan KUA akan menyebabkan penyusunan KUA tidak sesuai dengan
masukan rakyat serta penyusunan KUA yang tidak sesuai dengan arah pembangunan

daerah.
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e. Kelemahan Dalam Penyusunan PPAS
1. Kurangnya Data Pendukung.

Dalam penyusunan PPAS diperlukan berbagai data pendukung untuk
penunjang penyusunan platform anggaran, masih adanya beberapa data pendukung
yang belum memadai antara lain seperti:

a. Belum adanya keterkaitan dan konsistensi diantara dokumen
perencanaan pembangunan, misalnya perencanaan strategi SKPD harus
mempedomani RPJMD dan SKPD merupakan penjabaran RPJMD yang
diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

b.  Penyusunan KUA yang kurang baik

¢. Kurangnya masukan dari rakyat mengenai urutan prioritas kebutuhan
rakyat, yang disebabkan oleh tidak diikut sertakannya masyarakat dalam
forum pembangunan, atau keengganan masyarakat itu sendiri untuk
berpartisipasi pada forum-forum pembangunan

d. Kurangnya dukungan data terhadap kondisi saat ini dan target yang akan
di capai

e. Belum memiliki rencana tata ruang yang baik sehingga penyusunan
PPAS cenderung terkesan dipaksakan.

f.  Masukan-masukan dari rakyat mengenai urutan prioritas kebutuhan
rakyat yang belum sepenuhnya terwakili, mendengar masukan-masukan
dari rakyat mutlak harus dilakukan mengingat prioritas kebutuhan satu

daerah dengan daerah lain berbeda satu sama lain dan semestinya pula
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sebagai anggota dewan yang mewakili rakyat mau mendengar keluh
kesah dan kebutuhan rakyat.

g. Laporan studi-studi penunjang seperti studi kelayakan ekonomi, studi
kelayakan lingkungan dan lain-lain yang belum terpenuhi.

h.  Standart cost, penggelembungan (mark up) nilai anggaran adalah
modus yang sangat sering digunakan. Dengan melakukan
penggelembungan nilai anggaran, oknum-oknum tertentu akan
mendapat keuntungan sebesar selisih antara nilai anggaran yang
diajukan dengan realisasi belanja ketika APBD dilaksanakan. Hal ini
sangat mungkin terjadi mengingat masih kurangnya kapasitas Anggota
DPRK Aceh Tengah dan belum maksimalnya melibatkan tenaga ahli
dalam merumuskan kualitas dan harga satuan barang (standart cost).

2. Kurangnya Kapasitas dan Latar Belakang Pendidikan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)

Kapasitas dan latar belakang pendidikan yang rendah serta terbatasnya data-
data pendukung yang dapat membantu dalam penyusunan PPAS menyebabkan PPAS
yang disusun tidak mencerminkan prioritas kebutuhan rakyat dan penggelembungan
(mark up) nilai anggaran sementara tidak dapat teridentifikasi oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).
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3. Adanya Kepentingan Individu, Kelompok dan Golongan

Adanya kepentingan individu, kelompok dan golongan menyebabkan prioritas

program kurang mengakomodir kebutuhan rakyat.

E. Analisis Kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)

Aceh Tengah Terhadap Legislasi

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) mempunyai tugas dan

wewenang sebagai berikut :

a.

Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat
persetujuan bersama;

Menetapkan APBD bersama dengan kepala daerah;

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, APBD, kebijakan
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah,
dan kerja sama internasional di daerah; kerjasama antar daerah, dan
kerjasama dengan fihak swasta;

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan
daerah;

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil

kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
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f.  Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah  dalam
penyelenggaraan desentralisasi.

Dalam kedudukannya untuk menjalankan fungsi legislasi, Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah memegang kekuasaan untuk membentuk peraturan
daerah, dimana usulan rancangan peraturan daerah tersebut dapat berasal dari Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sendiri. Rancangan
peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
disampaikan secara tertulis oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) kepada pemerintah daerah setelah sebelumnya selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sebelum rancangan tersebut dibahas dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK), disampaikan dulu kepada seluruh anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Hasil ahir dari rancangan peraturan daerah
ini adalah adanya persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) dan kepala daerah atas rancangan yang dibuat.

Hal tersebut membawa kepada pemahaman pada prosedur yang harus dilalui
dalam membuat dan mengusulkan peraturan daerah. Dengan proses yang demikian
tersebut, tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) akan bekerja dan
memproduk peraturan  perundang-undangan dalam bentuk Perda sebagai
implementasi tugas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Meski begitu,
apakah proses dan prosedur yang dilalui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK)hanya berpatok pada prosedur formal tersebut, Wakil Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah menjelaskan bahwa :
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Proses formal pembuatan peraturan perundang-undangan yang menjadi
kewenangan DPRK memang sudah tergambarkan sebagaimana ketentuan yang
ada, namun DPRK juga menyadari bahwa karena materi perda itu menyangkut
pengaturan permasalahan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, maka semangat
yang harus dirumuskan dalam pembuatannya juga harus selaras dengan
kepentingan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.

Dari penjelasan di atas, tidak tergambar dengan jelas atas uraian yang
dimaksud apakah Perda itu harus sesuai dengan kehendak masyarakat Kabupaten
Aceh Tengah, karena untuk mengetahui kehendak masyarakat diperlukan seperangkat
proses yang harus dilalui, apakah melalut hearing, dialog, penggalian informasi,
termasuk penelitian, atau hanya cukup membayangkan tentang kebutuhan masyarakat
akan substansi yang harus diatur dalam Perda. Kalau yang dimahsud proses
memahami semangat masyarakat itu diwujudkan dalam bentuk hearing, dialog,
penggalian informasi, termasuk penelitian, maka akan ada seperangkat proses yang
akan dilakukan DPRK dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dan hal ini
akan ada proses pertanggungjawaban akademik dari yang telah dilakukannya itu.

Menurut pengamatan penulis, sifat monopoli kekuasaan dalam tata tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sangat dominan, tata tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah tidak memberikan ruang bagi
pelibatan publik dalam penyusunan dan pengesahan rancangan Peraturan Daerah. Hal
itu bisa dilihat dari tidak adanya satu kalimatpun yang menjamin keterlibatan publik
dalam setiap tahapan proses pengesahan peraturan daerah, sehingga kalau mekanisme

formal sebagaimana yang diatur dalam tatib ini dijadikan pedoman secara tekstual

maka justru pelibatan publik akan menjadi tertutup. Sehingga penting untuk
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mengetahui pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
Aceh Tengah tentang fungsi legislasi apakah hanya sebatas formal-tekstual atau ada
pemahaman yang lebih subtansial.

Dari uraian informan, sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah memahami dengan baik Legal Drafting melalui
pelatihan-pelatihan Legal Drafting baik yang dilakukan di tingkat pusat, propinsi,
maupun kabupaten. Namun pemahaman tersebut belum pernah teraplikasikan dalam
pembuatan suatu draft Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah.

Menurut Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
Aceh Tengah, pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
terhadap Legal Drafting didapatkan dari pelatihan-pelatihan legal drafting yang
diadakan di tingkat daerah, propinsi, maupun pusat namun belum sampai pada taraf
kemampuan teknis pembuatan draf rancangan Peraturan Daerah, melainkan hanya
sebatas pada pemahaman akan tahapan proses pembuatan Peraturan Daerah.

Selain pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
Aceh Tengah tentang Legal Drafting sebatas demikian, pada umumnya anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah belum memahami
semangat perubahan konstitusi yang telah menggeser kekuasaan legislasi kepada
lembaga Legislatif, bahkan terhadap perubahan konstitusi tersebut anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah belum dapat memaknainya.

Sehingga perubahan konstitusi yang kemudian diikuti dengan perubahan beberapa
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peraturan perundang-undangan tersebut tidak berdampak pada peningkatan
produktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam memproduk
Rancangan Peraturan Daerah.

Pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh
Tengah tentang fungsi Peraturan Daerah juga beragam, namun mayoritas berpendapat
bahwa Peraturan Daerah berfungsi untuk mengatur masyarakat. Selain pendapat
mayoritas demikian sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
Aceh Tengah juga memahami fungsi Peraturan Daerah sebagai bentuk perlindungan
hukum terhadap hak-hak masyarakat, sebagaimana pemaparan BS sebagai berikut :

Rancangan Peraturan Daerah seharusnya memberikan perlindungan hukum
terhadap hak-hak rakyat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bukan
hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahyang memahami bahwa
Peraturan Daerah seharusnya menjadi alat untuk melakukan perubahan sosial
dan pemberdayaan masyarakat bahkan tidak ada.

Terhadap isi yang seharusnya ada daiam Peraturan Daerah, mayoritas anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah mengatakan seharusnya
muatan yang terkandung didalam Peraturan Daerah adalah tentang Kepentingan
Rakyat. Sedangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip penyusunan Peraturan Daerah
para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah pada
umumya memahami penyusunan Peraturan Daerah cukup dilakukan oleh para
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah karena mereka

telah mewakili rakyat. Hanya sebagian kecil saja yang memahami bahwa Penyusunan

Peraturan Daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat.
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Dari hasil Penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman para anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah terhadap fungsi
Legislasi berpengaruh terhadap produktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh Tengah dalam melahirkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal
dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah.

Demikian juga pemahaman para anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah terhadap perubahan konstitusi yang telah
menggeser kekuasaan Legislasi kepada Lembaga Legislatif sangat mempengaruhi
inisiatif perubahan yang dimiliki oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah. Sampai hari ini peran anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah dalam pelaksanaan fungsi Legislasi tidak
ubahnya seperti yang pernah terjadi di zaman Orde Baru ketika belum ada perubahan
konstitusi hanya sebatas membahas dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah.

Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah
pada umumnya memahami fungsi Peraturan Daerah hanya sebatas untuk mengatur
masyarakat. Sedangkan fungsi strategis lainnya misalnya fungsi perlindungan
terhadap hak-hak rakyat, fungsi perubahan sosial, dan fungsi pemberdayaan
masyarakat hanya dipahami oleh minoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah. Pemahaman demikian menjadikan mayoritas
Peraturan Daerah Aceh Tengah hanya dijadikan sebagai legitimasi yuridis untuk
melakukan “Pungutan” kepada masyarakat atas nama pajak dan retribusi. Sedangkan

Peraturan Daerah yang mempunyai orientasi memberikan perlindungan terhadap hak-
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hak rakyat, memberdayakan masyarakat, dan melakukan perubahan terhadap sistem
pemerintahan ke arah yang good governance belum direspon secara positif baik oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah.

Pada umumnya mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh Tengah berpendapat bahwa seharusnya isi dari suatu rancangan
Peraturan Daerah adalah menyangkut kepentingan rakyat, namun ketika memahami
prinsip penyusunan Peraturan Daerah mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) menjawab cukup disusun oleh anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK), dengan beragam alasan. Sebagian mengemukakan bahwa
Penyusunan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
lebih efektif dan efisien, sebagian lagi menjawab bahwa Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) sudah dipilih oleh rakyat untuk mewakili sehingga sudah sah
apabila Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang menyusun Peraturan
Daerah tanpa keterlibatan rakyat.

Pemahaman tentang prinsip penyusunan Peraturan Daerah sangat
mempengaruhi isi dari suatu Peraturan Daerah. Mahfudz, MD mengemukakan
tesisnya dalam bukunya “Politik Hukum Indonesia” bahwa proses penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan yang tertutup akan melahirkan produk hukum yang
“Represif”’, sedangkan Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang
terbuka dan partisipatif akan melahirkan produk hukum yang “responsif” terhadap
kepentingan Publik. Akibat pemahaman para anggota DPRK seperti paparan diatas

menyebabkan produk hukum berupa Peraturan Daerah di Aceh Tengah lebih banyak
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yang berkarakter “Represif” atau hanya sebagai alat pemaksa kepatuhan publik dalam
hal melaksanakan kewajiban kepada negara bukan dalam rangka perlindungan
kepentingan publik. Proses penyusunan Peraturan Daerah yang tertutup dari
keterlibatan publik selalu menghasilkan produk hukum yang merugikan masyarakat.

Belum ada standart baku mengenai ukuran kinerja Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) dalam melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya, yaitu fungsi
legislasi, dimana legislasi itu sendiri adalah produk politik yang menjadi pilihan
kebijakan dalam menentukan arah permasalahan kalau itu sudah dalam bentuk Perda.

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang mampu membaca
perubahan-perubahan yang akan terjadi, peraturan perundang-undangan tersebut
harus responsif atas tuntutan masyarakat. Karena masyarakat yang nantinya akan
dikenai dalam pengaturan itu, maka bagaimanapun juga semangatnya harus sesuai
dengan kehendak masyarakat.

Indikator kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam
pelaksanaan fungsi legislasi dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu produktivitas dalam
menyusun draft rancangan peraturan daerah dan pelibatan publik terutama yang
terkena dampak dari peraturan yang diagendakan. Produktivitas menyangkut respon
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) terhadap kebutuhan hukum
masyarakat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk draft rancangan peraturan
daerah yang menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan

keterlibatan publik menyangkut isi dari Rancangan Peraturan Daerah yang tidak
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boleh merugikan masyarakat namun justru harus mampu menjamin pemenuhan hak-
hak masyarakat.

Menurut pengamatan penulis dan hasil wawancara mendalam dengan
beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah,
semua Rancangan Peraturan Daerah Aceh Tengah baik yang telah disahkan maupun
yang sedang dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh Tengah berasal dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah,
belurn ada yang berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
Aceh Tengah.

Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
belum memahami dan memaknai semangat dari perubahan konstitusional yang terjadi
pasca reformasi melalui amandemen UUD 1945 yang memberikan kekuasaan
legislasi kepada Legislatif. Perubahan konstitusional tersebut belum mampu
mendorong produktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh
Tengah dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan Rancangan Peraturan
Daerah.

Selain anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah
tidak mempunyai inisiatif dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah, inisiatif
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk mensosialisasikan dan
melibatkan partisipasi rakyat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah juga

sangat minim, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mayoritas tanpa proses
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sosialisasi dan keterlibatan masyarakat yang kemudian berdampak pada proses
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tanpa keterlibatan masyarakat.

Peraturan daerah yang disusun tanpa melibatkan masyarakat akan berdampak
pada “ketidaksukarelaan” masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, akhirnya
masyarakat melaksanakan kewajibannya hanya karena ancaman sanksi bukan karena
kesadaran hukum masyarakat, karena masyarakat tidak merasa memiliki Peraturan
Daerah yang telah dibuat. Akhimnya dalam kondisi demikian antara rakyat dan negara
tertanam benih-benih ketidakpuasan dan ketidakpercayaan (krisis kepercayaan) yang
suatu saat apabila terakumulasi secara luas akan meledak dan mengahancurkan sendi-
sendi kehidupan bernegara.

Selain inisiatif membuat Rancangan Peraturan Daerah serta inisiatif
mensosialisasikan dan melibatkan rakyat dalam pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah yang tidak dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh
Tengah, inisiatif untuk memasukkan ide-ide pembaharuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan daerah ke dalam Rancangan Peraturan Daerah juga hampir-hampir
tidak dapat kita temukan. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh
Tengah hanya “mengamini” saja alur kepentingan yang dimasukkan oleh Pemerintah
Aceh Tengah dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah tanpa ada inisiatif untuk mengisi ide-ide pembaharuan
dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sehingga tidak mengherankan bila yang
kita lihat bukan perkembangan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan

publik namun jutru kemrosotan di bidang itu.
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Menurut hasil penelitian penulis ada beberapa kendala yang mempengaruhi
produktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam pembuatan
Rancangan Peraturan Daerah, yaitu :

1. Faktor Kapasitas Individual Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh Tengah.
Hal ini terkait dengan kapasitas anggota dewan yang dimaksud di mana dari
ke 30 anggota dewan yang ada mayoritas dengan berlatar pendidikan hukum
yang sangat minim, terlebih pembuatan produk hukum sangat membutuhkan
kecermatan dan kepiawaian seseorang dalam membuat aturan yang akan
diterapkan pada skala pemerintahan daerah tersebut. Dengan kemampuan
yang minim tersebut dapat dilihat pada produk yang diciptakannya.
Bagaimana memproduk aturan yang efektif dan mempunyai daya efektifitas
yang dapat memjawab kebutuhan masyarakat daerah menjadi hal yang sulit
ditemui. Terungkap berkaitan dengan kapasitas anggota dewan ini dalam
membuat produk hukum sebagaimana disampaikan salah seorang informan
berikut :
Bahwa apa bisa mereka membuat aturan hukum, kalau sebelumnyapun ia
hanya berprofesi jadi ibu rumah tangga atau ada juga pengangguran.
Bagaimana mungkin anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) tersebut dapat menghasilkan, apalagi mempunyai inisiatif untuk
membuat aturan yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat.

2. Latar belakang Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

(DPRK) Aceh Tengah
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Selain pada kapasitas, faktor latar belakang keilmuan dan latar belakang
pekerjaan menjadi catatan tersendiri dalam melihat kendala Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah dalam melaksanakan
fungsi legislasinya. Dari 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh Tengah periode 2009-2014 yang berlatar belakang pendidikan
hukum hanya 1 orang. Lebih dari setengahnya belum berpendidikan sarjana.

Tabel. 4.5
Persentase Anggota DPRK Berdasar Latar Belakang Pendidikan

Anggota DPRK  Berdasar Latar Belakang Jumlah Persentase

NO pendidikan
Pendidikan setara sarjana dengan latar belakang
1 .. 1 3%
bidang Hukum
5 Pendidikan setara sarjana dengarn latar belakang 12 40 %
non Hukum
3 Pendidikan dibawah sarjana 17 57 %

Data diolah dari berbagai sumber

3. Kemauan
Kapasitas yang kurang dan latar belakang yang rendah sebetulnya bukan
faktor utama kendala Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh
Tengah dalam menjalankan kekuasaan legislasinya selama punya kemauan
yang tinggi untuk belajar dan terus meng up grade diri dengan informasi yang
selalu terbaru. Namun demikian harapan ini hanya tinggal harapan mana kala
dengan kemampuan yang minim tersebut tidak diimbangi dengan kemauan

belajar yang tinggi demi pelaksanaan tugas dan fungsinya.Dalam forum-
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forum penggalian aspirasi dimasyarakatpun, tidak jarang proses yang

dilakukannya cenderung sangat tertutup. Dengan indikasi selalu yang

dilibatkan adalah konstituen masing-masing partai. Hal ini dapat dilihat dari
daftar hadir dan undangan yang dibuat serta pengakuan orang-orang yang
dianggap capable, tetapi tidak pernah dilibatkan proses pengambilan
keputusan.

4. Faktor Institusional.

a.  Selain faktor invidual, yang menjadi kendala bagi Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam memproduk Rancangan Peraturan
Daerah adalah faktor institusional. Faktor ini meliputi, Tidak adanya
inisiatif membentuk Badan Legislasi Daerah (BALEGDA). Badan
Legislasi Daerah yang sebenarnya telah diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPD, DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabuapaten/Kota, namun hal ini
belum menjadi faktor penggerak bagi munculnya produk hukum buatan
DPRKyang berkualitas. BALEGDA dimaksudkan untuk melaksanakan
proyeksi dalam bidang perundang-undangan yang dibuat oleh DPRK.
Dengan tidak ada BALEGDA ini dipastikan pembuatan legislasi di
daerah tidak terencana serta lebih berproyeksi hal hal yang sifatnya
jangka pendek. Perda yang dihasilkannya pun tidak cukup mampu
menjangkau kejadian-kejadian yang akan datang yang akan menjadi

perhatian publik luas.
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b.  Tidak punya data base permasalahan pemerintahan. Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah tidak dilengkapi dengan
seperangkat data base pemerintahan. Hal ini diakui sendiri oleh Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah :
Jadi tidak semua data yang kami butuhkan diberikannya serta merta
pada saat itu, sehingga kami harus bekerja dengan data yang minim,
apalagi kalau menyangkut permasalahan yang akan dapat menurunkan
reputasi dinas tersebut. Tidak jarang data tersebut dikeluarkan setelah
terungkap di media massa.

5. Budaya Politik

Perilaku politik Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang

merupakan kendala eksternal karena hal tersebut merupakan perilaku yang

sudah menginstitusional di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).

Dengan kondisi budaya politik demikian sulit apabila ada anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang kemudian punya inisiasi untuk

melakukan upaya-upaya politik yang terhormat menjadi tidak berdaya apa-

apa. Keluhan tentang budaya politik demikian banyak diungkap oleh anggota
dewan yang masih punya semangat tinggi untuk terus melakukan upaya
perubahan-perubahan bagi lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

(DPRK). Tidak jarang mereka yang punya semangat idealisme yang tinggi,

kemudian harus kandas lantaran proses politik menghendaki voting untuk

memutus sebuah permasalahan yang berkembang. Dan celakanya mayoritas

vang hadir dan ikut menentukan arah solusi permasalahan menjadi demikian

tidak simpatik dengan pilihan-pilihan politik yang dibuatnya.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan pada bab
sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja Lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat Aceli Tengah dalam fungsi anggaran dan fungsi legislasi masih
belum maksimal mengingat masih terdapat kelemahan dalam proses penganggaran
dan proses legislasi, yang ditemui antara lain sebagai berikut:

i. Belum maksimalnya usaha Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten
(DPRK) Aceh Tengah dan Pemerintah Daerah dalam menjaring aspirasi
rakyat, hal ini terlihat dari belum dilibatkannya masyarakat yang
berkepentingan dalam musrembang tingkat kampong hingga dan musrembang
pada tingkat selanjutnya, serta dari diri masyarakat itu sendiri yang enggan
berpartisipasi dalam musyawarah-musyawarah pembangunan karena adanya
kekecewaan terhadap anggota dewan yang tidak mengakomodir aspirasi
mereka. Hal ini menyebabkan musrembang yang dilakukan untuk penjaringan
aspirasi masyarakat terkesan hanya formalitas belaka tanpa memperoleh
masukan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat tersebut.

2. Adanya kepentingan individu, kelompok dan golongan sehingga mendorong
terjadi praktik kolusi, sehingga kebutuhan dan kepentingan rakyat tergeser

oleh kepentingan-kepentingan individu, kelompok dan golongan, hal imi
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terlihat dari kebijakan-kebijakan yang di ambil tidak mencerminkan
keberpihakkan pada rakyat.

3. Kapasitas Anggota Dewan yang masih rendah, yaitu rendahnya tingkat
pendidikan formal serta pengetahuan Anggota Dewan mengenai fungsi dan
tugas anggota dewan, khusunya yang terkait dengan fungsi anggaran, masih
kurangnya pemahaman Anggota Dewan tentang penganggaran serta aspek
teknis dalam penyusunan APBD hal ini mungkin efek dari mudahnya syarat-
syarat yang dibutuhkan untuk menjadi anggota dewan perwakilan rakyat

4. Pemanfaatan staff ahli yang tidak optimal, kurangnya kapasitas Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) dalam proses penyusunan
Perda seharusnya dapat diimbangi dengan pemanfaatan staf ahli secara
profesional secara optimal sehingga dapat membantu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) dalam menjalankan fungsi-fungsinya

5. Kurangnya data-data pendukung dalam penganbilan kebijakan, hal ini sangat
berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten
(DPRK) karena pengambilan kebijakan semestinya didasari pada data-data
pendukung yang akurat dan up to date,sehingga memudahkan Anggota
Dewan dalam mengambil keputusan, pembahasan yang terlalu detail tanpa
didukung oleh data yang memadai akan mengakibatkan timbulnya perdebatan
panjang dan koreksi yang diberikan cenderung dangkal, selain memakan

waktu lama kondisi ini juga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum Anggota
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Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) dan Pemerintah Daerah untuk

“Bernegosiasi”

6. Belum terbentuknya koordinasi yang baik antara Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dengan Pemerintah, serta pengaruh politik yang begitu kuat dalam
pengambilan kebijakan

7. Dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK)
batas waktu yang diberikan oleh Mentri dalam negeri, paling lambat tanggal
25 desember. Namun kenyataannya di lembaga DPRK Aceh Tengah sering
terjadi keterlambatan akibat kurangnya singkronisasi antara eksekutif dan
legeslatif

8. Kinerja legislasi lembaga dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) Aceh
Tengah juga masih ditemukan kelemahan-kelemahan antara lain:

a. Kapasitas Lembaga Dewan yang masih rendah, yaitu rendahnya tingkat
pendidikan formal serta pengetahuan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten mengenai fungsi dan tugas pokok, khususnya yang terkait
dengan fungsi legislasi, masih kurangnya pemahaman Anggota Dewan
tentang penganggaran serta aspek teknis dalam penyusunan APBD hal ini
mungkin efek dari mudahnya syarat-syarat yang dibutuhkan untuk
menjadi anggota dewan perwakilan rakyat.

b. Budaya politik. Perilaku politik Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten
(DPRK) yang merupakan kendala eksternal karena hal tersebut

merupakan perilaku yang sudah menginstitusional di Dewan Perwakilan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42401.pdf
139

Rakyat kabupaten (DPRK). Dengan kondisi budaya politik demikian sulit
apabila ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) yang
kemudian punya inisiasi untuk melakukan upaya — upaya politik yang
terhormat menjadi tidak berdaya apa-apa. Keluhan tentang budaya politik
demikian banyak diungkap oleh anggota dewan yang masih punya
semangat tinggi untuk terus melakukan upaya perubahan-perubahan bagi
lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK).Tidak jarang
mereka yang punya semangat idealisme yang tinggi, kemudian harus
kandas lantaran proses politik menghendaki voting untuk memutus sebuah
permasalahan yang berkembang. Dan celakanya mayoritas yang hadir dan
ikut menentukan arah solusi permasalahanmenjadi demikian tidak
simpatik dengan pilihan-pilihan politik yang dibuatnya.
c. Faktor Institusional.

- Selain faktor individual, yang menjadi kendala bagi Dewan
Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) dalam memproduk
Rancangan Peraturan Daerah adalah faktor institusional. Faktor ini
meliputi, Tidak adanya inisiatif membentuk Badan Legislasi
Daerah (BALEGDA). Badan Legislasi Daerah yang sebenamya
telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPD, DPR, DPRD
Propinsi dan DPRD Kabuapaten/Kota, namun hal ini belum

menjadi faktor penggerak bagi munculnya produk hukum buatan
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DPRKyang berkualitas. BALEGDA dimaksudkan untuk
melaksanakan proyeksi dalam bidang perundang-undangan yang
dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK). Dengan
tidak ada BALEGDA ini dipastikan pembuatan legislasi di daerah
tidak terencana serta lebih berproyeksi hal hal yang sifatnya jangka
pendek. Perda yang dihasilkannya pun tidak cukup mampu
menjangkau kejadian-kejadian yang akan datang yang akan
menjadi perhatian publik luas.

- Tidak punya data base permasalahan pemerintahan. DPRK Aceh
Tengah tidak dilengkapi dengan seperangkat data base

pemerintahan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan tentang belum optimalnya kinerja
anggota Dewan, berikut ini penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:
1. Kebutuhan Rakyat, Bukan Kebutuhan Individu, Kelompok dan Golongan
Untuk mengetahui kebutuhan rakyat Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat kabupaten (DPRK) harus menjaring aspirasi rakyat dengan serius,
penjaringan aspirasi rakyat dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain:
1. Metode aktif: penjaringan aspirasi rakyat dilakukan dengan cara mendatangi

langsung masyarakat, antara lain dengan cara membuat dan menyebarkan
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kuesioner, melakukan observasi atau survey ke lapangan, mengadakan dialog

interaktif secara langsung.

2. Metode pasif: dilakukan dengan cara menerima informasi dari masyarakat
melalui kotak pos, kotak saran, email, sms dan lain-lain

3. Metode reaktif: agar penjaringan aspirasi masyarakat berjalan efektif,
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) harus
memperbaiki beberapa kelemahan yang terjadi dalam proses penjaringan
aspirasi masyarakat, yaitu:

a. Partisipasi rakyat tidak hanya sampai pada musrembang tingkat kampung
dan kecamatan, tetapi sampai pada tahap rapat koordinasi pembangunan di
tingkat kabupaten

b. Partisipasi terdiri dari semua kelompok fungsional, misalnya kelompok
tani, nelayan, pedagang dan lain-lain. Tidak hanya didominasi oleh aparat
desa, semua  kelompok harus diberi kesempatan untuk
mengemukakanaspirasinya

c. Peserta dan fasilitator harus mampu memformulasikan kebutuhan atau
mesalah dasar mereka, peserta dan fasilitator jangan sampai terperangkap
dalam format melainkan harus lebih fokus pada analisa kebutuhan atau
masalah yang dihadapi

d. Adanya diskusi yang mendalam antara rakyat yang mengajukan usulan

dan orang-orang yang memiliki kopetensi di bidang yang bersangkutan
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e. Pejabat yang berwenang harus hadir dalam proses pengumpulan aspirasi
rakyat

2. Perlu diadakannya pendidikan dan latihan bagi anggota Dewan Perwakilan
Rakyat kabupaten (DPRK), terutama di awal masa jabatannya, Pendidikan dan
latihan ini dimaksudkan agar anggota Dewan mamahami tugas pokok dan
fungsinya.

3. Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRK perlu adanya tenaga ahli yang
dibutuhkan sebagai pendamping dalam membuat suatu kajian akademis dan
teknis.

4, Untuk kedepannya diharapkan hubungan antara eksekutif dan legislatif harus
saling berkerja sama dalam mengutamakan kepentingan rakyat sesuai dengan
undang-undang 32.

5. Perlu adanya suatu wadah khusus bagi produk-produk yang dihasilkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten (DPRK) baik media cetak ataupun online
yang dapat dijadikan sebagai ajang sosialisasi maupun untuk penerapan prinsip

tranparansi dan akuntabel yang dapat diakses oleh publik.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Ditujukan Kepada Ketua Ketua Komisi C DPRK Aceh Tengah

a.

b.

Bagaimana Rencana Penyusunan APBD Kabupaten Aceh Tengah?

Apa acuan yang bapak terapkan terhadap Penyusunan APBD Kabupaten
Aceh Tengah?

Aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan fungsi
anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)?

Apakah Penyusunan anggaran pembiayaan sudah di kelola dengan baik?
Apakah Penggunaan dana pembiayaan sudah berjalan sesuai dengan
program dalam APBD?

Bagainiana cara dalam memasukkan jenis pembiayaan dalam penyusunan
RAPBD?

Bagaimana Pelaksanaan penyusunan skala prioritas dalam penyusunan
RAPBD?

Bagaimana cara bapak dalam menuntaskan hambatan dalam anggaran yang

diusulkan?

Apa Pedoman DPRK Aceh Tengah dalam melakukan perubahan

Anggaran?
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2. Ditujukan Kepada Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah

a. Bagaimana Rencana kedepan Terhadap Penyusunan APBD Kabupaten
Aceh Tengah?

b. Apa acuan yang bapak terapkan terhadap Penyusunan Prioritas Platform
Anggaran Sementara?

c. Hal apa saja yang mencakup Kebijakan Umum Anggaran (KUA)?

d. Apa saja sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

e. Terhadap jenis pembiayaan yang dianggarkan lebih di tekankan ke bagian apa
saja?

f. Apa acuan yang bapak terapkan terhadap penyusunan PPAS?

3. Ditujukan Kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

(DPRK) Aceh Tengah

a. Apakah Rencana Penyusunan Anggaran sudah sesuai dengan Undang-
Undang dan Peraturan yang Berlaku?

b. Apa saja jenis anggaran yang akan diusulkan dalam APBD untuk tahun
20137

c. Apakah ada dilakukan koordinasi terhadap Pelaksanaan penyusunan
anggaran pembiayaan dari setiap bidang yang telah diprogramkan dalam

APBD?
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d. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh DPRK dalam melakukan fungsi sebagai
pihak pengawas dalam penyusunan anggaran pembiayaan?

e. Apa hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam
penyusunan anggaran pembiayaan?

f. Bagaimana tanggapan bapak terhadap perbedaan dalam Pelaksanaan penentuan
skala prioritas dalam penyusunan program APBD?

g. Apa Penyebab Timbulnya perbedaan dalam penentuan skala prioritas
dengan program RPKD?

h. Bagaimana tanggapan bapak terhadap Prosedur pembuatan peraturan

perundang-undangan yang menjadi kewenangan DPRK?

4. Ditujukan Kepada Ketua Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah
a. Bagaimana pengelolaan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan program
APBD?

b. Bagaimana cara bapak dalam menuntaskan hambatan dalam anggaran yang

diusutkan?
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5. Ditujukan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh Tengah

a. Bagaimana Tanggapan anda terhadap fungsi Peraturan Daerah sebagai

bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat?

b. Bagaimana Tanggapan bapak terhadap anggota dewan yang membuat
aturan hukum untuk diterapkan pada skala pemerintahan daerah sedangkan
anggota DPRK tersebut berlatar pendidikan hukum sangat minim?
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